Menimbang

Mengingat

BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 54 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN LEKOK
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

bahwa telah ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 melalui
Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023
tentang Dokumen Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;

bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen
Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa
Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan
Daerah Otonomi Baru, disebutkan bahwa Kepala
Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis 2024-
2026 dan ditetapkan dengan Perkada ‘paling lambat
Minggu kedua Bulan April Tahun 2023;

bahwa Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan
memerlukan adanya dokumen Rencana Strategis
(Renstra) sebagai dokumen perencanaan untuk periode 3
(tiga) tahun;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis
Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-
2026;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita
Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6801};

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tamabhan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022
tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa
Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan
Daerah Otonom Baru;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;



21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun
2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Pasuruan Tahun 2009-2029;

23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023
tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten
Pasuruan Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN LEKOK KABUPATEN PASURUAN TAHUN
2024-2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

14
2.

3.

Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.

Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati
Pasuruan.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

Kecamatan Lekok yang selanjutnya disingkat Kecamatan Lekok adalah
unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Pasuruan Tahun 2005-2025.

Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENSTRA
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga)
tahun.

Rencana Strategis Kecamatan Lekok yang selanjutnya disingkat Renstra
Kecamatan Lekok adalah dokumen perencanaan Kecamatan Lekok untuk
periode 3 (tiga) tahun.

Rencana Kerja Kecamatan Lekok yang selanjutnya disingkat Renja
Kecamatan Lekok adalah dokumen perencanaan Kecamatan Lekok untuk
periode 1 (satu) tahun.



BAB II
KEDUDUKAN RENSTRA
KECAMATAN LEKOK

Pasal 2

(1} Renstra Kecamatan Lekok Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari
RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

(2) Renstra Kecamatan Lekok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
sebagai pedoman bagi Kecamatan Lekok dalam menyusun Renja
Kecamatan Lekok.

Pasal 3

Sistematika Penulisan Renstra Kecamatan Lekok disusun sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN;

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;

BABIII  : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;

BABIV  : TUJUAN DAN SASARAN;

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;

BABVI  :RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA
PENDANAAN;

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
BAB VIII : PENUTUP.

Pasal 4

Renstra Kecamatan Lekok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 5

Kepala Kecamatan Lekok wajib melaksanakan Renstra Kecamatan Lekok dalam
rangka mendukung capaian Tuyjuan dan Sasaran yang tertuang dalam Dokumen
RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1} Kepala Kecamatan Lekok wajib melakukan pengendalian dan evaluasi
terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra Kecamatan Lekok.

(2) Kepala Kecamatan Lekok menyampaikan laporan hasil pengendalian dan
evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui
Kepala Badan yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan serta
penelitian dan pengembangan.



BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Kecamatan Lekok Tahun
2027, Renstra Kecamatan Lekok Tahun 2024-2026 ini dapat digunakan sebagai
acuan untuk menyusun Renja Kecamatan Lekok Tahun 2027.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan,
pada tanggal 11 April 2023

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan

pada tanggal 11 April 2023
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 54



L.

IL.

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI PASURUAN

NOMOR 54 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN LEKOK

KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 - 2026

UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Misi Pembangunan Jangka
panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025 dan Rencana
Pembangunan Daerah yang akan dicapai sampai pada akhir tahun
perencanaan yaitu pada Tahun 2026 diperlukan dokumen perencanaan
yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra
Kecamatan Lekok, sebagai arahan kebijakan perencanaan tiga tahun
kedepan. Oleh sebab itu dokumen renstra Kecamatan Lekok harus selaras
dengan RPD dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, tujuan,
sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan subkegiatan berikut
indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra Kecamatan Lekok dan Renja
Kecamatan Lekok, Kecamatan Lekok melakukan koordinasi, sinergi dan
harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu penetapan
Renstra Kecamatan Lekok th 2024-2026 dilakukan dua minggu setelah
penetapan RPD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Lekok meliputi,
Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan
Rancangan, Pelaksanaan Forum Kecamatan Lekok /lintas Renstra
Kecamatan Lekok, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra Kecamatan Lekok memuat tujuan, sasaran, program,
kegiatan serta sub kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan
pemerintahan wajib non pelayanan dasar bidang urusan pemerintahan
sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Lekok yang disusun
berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

PASAL DEMI PASAL Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :



1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap
pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat
Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).
Pasal 7
Dokumen Renstra Kecamatan Lekok Tahun 2024-2026 ini dapat
diberlakukan sebagai untuk pedoman dalam penyusunan Renja
Kecamatan Lekok dan Perubahan Renja dan ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah.
Pasal 8
Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 143
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RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)

TAHUN 20214-2026

KECAMATAN LEKOK

Jl Raya Lekok No. 6 Telp 03413 181 010




BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kecamatan
merupakan salah satu ujung tombak dari Pemerintahan Daerah yang langsung
berhadapan (face to face) dengan masyarakat luas. Kinerja positif yang ditampilkan
oleh Kecamatan akan membentuk citra positif dari birokrasi Pemerintahan secara
keseluruhan. Kecamatan adalah salah satu SKPD dibawah Pemerintah Kabupaten/Kota.
Oleh karena Kecamatan merupakan salah satu perangkat daerah, maka secara
struktural berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota. Sekalipun
demikian, UU No.32 Tahun 2004 masih memberikan kewenangan atributif kepada
Camat melalaui pasal 126. Selain itu terbuka pendelegasian wewenang oleh
Bupati/Walikota kepada Camat (PP 19/2008)5. Oleh karena Camat masih menjalankan
kewenangan atributiff maka Camat sebenarnya masih menjalankan fungsi
kepamongprajaan secara luas melalui tugas pemerintahan umum yang melekat
(algemeen besturen). Disarankan agar pengaturan soal Kecamatan ditentukan
urusan pokoknya, sebab tanpa itu maka eksistensi Kecamatan semakin kabur akibat
berkurangnya urusan yang telah terdistribusi pada SKPD lain seperti Dinas, Badan dan
Kantor.

Kecamatan sebagai line office dari Pemerintahan Daerah memiliki fungsi
melayani kebutuhan masyarakat yang penuh dinamika, dimana didalamnya terdapat
kompleksitas permasalahan masyarakat yang membutuhkan pelayanan prima dan
aparatur pelayanan yang profesional. Kompleksitas masalah yang dihadapi berkaitan
erat dengan pemanfaatan potensi wilayah, banyaknya jumiah penduduk yang dilayani,
maupun tingkat heterogenitas masyarakat di wilayah kelurahan bawahan (pendidikan,
pekerjaan, kemampuan ekonomi, kesehatan, dll).

Perencanaan strategis adalah suatu rencana jangka panjang yang bersifat
menyeluruh, memberikan rumusan kemana organisasi akan di arahkan dan bagaimana
sumberdaya dialokasikan untuk mencapai tujuan selama jangka waktu tertentu dalam
berbagai kemungkinan keadaan lingkungan. Perencanaan stratgis juga merupakan
suatu proses pemilihan tujuan-tujuan organisasi , penentuan strategi, kebijaksanaan,
program-program strategi yang diperlukan untuk tujuan tersebut.

Seperti yang dijelaskan oleh Sjafrizal (2009:290) menyebutkan bahwa rencana
strategis pada dasarnya adalah rencana pembangunan yang berkaitan dengan
penyusunan strategi pengembangan institusi dengan memperhatikan kekuatan dan
kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal yang dialami institusi



tersebut. Secara jelas pendapat Sjafrizal (2009) menunjukkan bahwa dalam upaya
perencanaan strategis harus mengenal terlebih dahulu medan yang akan dihadapi,
selain itu juga harus mengetahui kemampuan organisasi. Dengan mengenal
kemampuan diri,

perencanaan strategis dapat diwujudkan secara rasional dan realistis sesuai
dengan kapabilitas organisasi.

Perencanaan pembangunan dapat dibedakan menjadi beberapa tingkatan, yakni:
rencana yang terkait dengan ekonomi sebagai suatu keseluruhan dibagi dalam sektor-
sektor utama (perencanaan sektoral) dan dapat terjadi dalam wilayah-wilayah
(perencanaan regional), dan program yang terkait dengan penetuan secara lebih detail
yaitu berupa tujuan-tujuan khusus yang harus dicapai dalam berbagai sektor atau
wilayah. Perlu diketahui menurut Tarigan (2004:3) definisi perencanaan wilayah adalah
mengetahui dan menganalisis kondisi saat ini, meramalkan perkembangan berbagai
faktor non-controllable yang relevan, memperkirakkan faktor-faktor pembatas,
menetapkan tujuan dan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai, menetapkan langkah-
langkah untuk mencapai tujuan tersebut, serta menetapkan lokasi dari berbagai
kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan atau sasaran tersebut.

Sejalan dengan besarnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan good
governance, kebutuhan terhadap pelayanan publik yang berkualitas juga semakin
besar. Guna merespon hal tersebut, diperlukan perencanaan pembangunan yang
sistematis, terarah, menyeluruh serta tanggap terhadap dinamika tuntutan masyarakat.
Perencanaan tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat
Daerah (Renstra SKPD).

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) merupakan
dokumen perencanaan resmi yang berisikan langkah-langkah strategis yang periu
dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
dapat tercapai. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lekok 2024-2026 ini akan
digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan
Lekok pada setiap tahunnya.

Di dalam membuat Renstra memiliki beberapa dokumen yang diperiukan, dimana
antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lain saling memiliki keterkaitan.
Hubungan dokumen yang satu dengan dokumen lainnya, dimana antara dokumen yang
satu dengan dokumen lainnya saling berkaitan. Baik dari Dokumen yang bersifat
Nasional, maupun dokumen yang berada ditataran daerah. Hal utama yang harus
diperhatikan untuk menyusun Renstra Kecamatan adalah RPJMD Kabupaten Pasuruan
untuk memudahkan menuangkan dalam semua kepala bidang/seksi, maka diturunkanlah
melalui Renstra Kecamatan Lekok.



Poin-poin subtansi Renstra Kecamatan Lekok Tahun 2024-2026 adalah sebagai
berikut:

a. Dilakukannya harmonisasi antara Renstra Kecamatan Lekok Tahun 2024-2026
merupakan upaya penyelarasan terhadap arah kebijakan dan fokus pembangunan
Pemerintah Kabupaten Pasuruan sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-
2025;

b. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Kiasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah,

¢. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasit
Verifkasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga berakibat
dilakukannya penyesuaian nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
dimulai pada RKPD Kecamatan Lekok Tahun 2021,

d. Berakhimya Periode Renstra yang bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan
Bupati/Wakil Bupati periode 2018-2023.

Adapun keterkaitan renstra Kecamatan Kecamatan Lekok dengan dokumen
perencanaan yang lain dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini:

Gambar 1.1
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan
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1.2 Landasan hukum

Landasan hukum dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis Kecamatan

Lekok Kabupaten Pasuruan, adalah sebagai berikut:

1.

10.

11.

12.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam
Pembangunan Nasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembanguna jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifkasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/ Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan
Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor:
270/M.PPPN/11/2012, Nomor: SE-33/MK.02/2012, Nomor: 050/4379A/S], Nomor:
SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional (stranas) Percepatan
Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang



Responsif Gender (PPRG);

13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala
Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;

14, Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025;

15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Tahun 2009-2029;

16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;

17. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas

Pokok

1.3

dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Pasuruan.
18. Peraturan Bupati Nomor..... Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Pasuruan Tahu 2024-2026;

Maksud dan tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Lekok ini adalah sebagai
pedoman dan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan di
wilayah Kecamatan Lekok. Kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah
Kecamatan Lekok disusun guna mewujudkan keadaan dimasa depan yang diinginkan
baik oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan maupun oleh semua lapisan masyarakat
sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan
serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen
masyarakat, Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Kecamatan Lekok pada setiap tahun
anggaran periode 2024-2026 dan memberikan arah yang jelas terhadap perencanaan
pembangunan lima tahun ke depan.

Adapun tujuan disusunnya rencana strategis Kecamatan Lekok ini adalah:

1. Sebagai pedoman Kecamatan Lekok dalam pelaksanaan program dan kegiatan
periode 2024-2026;

2. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan
penjabaran visi misi Kecamatan Lekok untuk mewujudkan keadaan yang
diinginkan selama periode 2024-2026;

3. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar
pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Pasuruan khususnya
Kecamatan Lekok;



4. Untuk menjamin kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar
semua komponen, mulai dari saat penyusunan, penuangan dalam dokumen,
hingga penjabarannya ke dalam program kerja;

5. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat Lekok berikutnya.

1.4 Sistematika Penyusunan
Sistematika Renstra Kecamatan Lekok Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI

BAB VII
BAB VIII

: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang;

1.2 Landasan Hukum;

1.3 Maksud dan Tujuan;
1.4 Sistematika Penulisan.

: GAMBARAN PELAYANAN Kecamatan Lekok

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

: PERMASLAAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Perangkat Daerah;
3.2 Penentuan Isu-isu Strategis.

: TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Penetapan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah
4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program

: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

PENUTUP



BAB 11
GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN LEKOK

Pada Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas pokok dan fungsi)
kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara
ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki kecamatan dalam penyelenggaraan tugas
dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui
pelaksanaan Renstra kecamatan periode sebelumnya, mengemukakan capaian program
prioritas kecamatan yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPIMD periode
sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai
perlu diatasi melalui Renstra kecamatan ini.

Luas Wilayah Kecamatan Lekok 49,19 Km merupakan 3,9 % dari luas wilayah
Kabupaten Pasuruan. Dan jika dtinjau dari aspek pertanahan Secara umum dapat
dikatakan sebagian besar adalah tanah TNI-AL bahkan ada 3 Desa yang menempati
tanah Angkatan Laut Kecamatan Lekok dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara :  Selat Madura

- Sebelah Timur :  Kecamatan Nguling
- Sebelah Selatan :  Kecamatan Grati

-  Sebelah Barat :  Kecamatan Lekok

Secara administratif, wilayah kerja Kecamatan Lekok terdiri dari 11 Desa, yaitu :
Desa Rowogempol
Desa Gejugjati
Desa Alastlogo
Desa Balunganyar
Desa Branang
Desa Tampung
Desa Tambaklekok
Desa Jatrirejo

B W Mg e W e

Desa Pasinan

[y
o

Desa Wates

—
—

. Desa Semedusari

Kecamatan Lekok merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Pasuruan dengan
tipologi permukiman. Kecamatan Lekok berada di wilayah Timur Utara Kabupaten
Pasuruan yang berbatasan langsung Selat Madura.



2.1

Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan

Tata Kerja Kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten
Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut maka

susunan Organisasi Kecamatan Lekok terdiri atas:

1) Camat
2) Sekretaris Kecamatan, membawahi :
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaain
- Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
3) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan
4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5) Seksi Kesejahteraan Sosial
6) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Adapun bagan Organisasi dan tata kerja Pemerintahan Kecamatan di

Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:
Gambar : 2.1
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN

CAMAT

SEXCAM

KASUBBAG. KASUBBAG.
UMUM KEPEGAWAIAN | | PENY. PROG DAN KEU

PEMBRDYAAN MASY | |PEM DAN PELAYANAN TRANTIBUM KESJ. SOSIAL

KASI KASI KASI KASIL.

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 maka,

kedudukan tugas pokok dan fungsi kecamatan adalah:

1. Untuk melaksanakan tugas, Kecamatan sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan Umum;
Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

m~paogo

oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;

e

yang ada di kecamatan; dan
i. Pelaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Sedangkan fungsi yang melekat pada masing-masing jabatan sesuai dengan

susunan organisasi adalah:

Pengekoordinasian upaya penyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum;
Pengkoordinasaian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
Pengkoordinasian pemeliharaan prasaranan dan sarana pelayanan umum;
Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan

Pelaksanaan pembinaan dan mengawasi penyenyelenggaraan kegiatan Desa;
Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang
tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten pasuruan



1) Sekretaris Kecamatan

Sekretaris menmpunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan
dan mengendalikan kegiatan penyusunan program dan pelaporan, administrasi
umum, kepegawaian dan keuangan.

2)

3)

4)

a.
b.
C.

®

Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan pelaporan.
Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana.

Pelaksanaan dan pengelolahan administrasi umum, kepegawaian, dan
keuangan.

Pengelolahan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan.
Pengelolahan aset dan barang milik daerah.

Pengkoordinasian penyelengaraan tugas masing-masing seksi dan perangkat
kecamatan.

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan
Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan mempunyai tugas :

a.

W

Menyiapkan bahan pengelolahan administrasi umum dan kepegawaian.
Menyiapkan bahan pengelolahan tata naskah dinas dan tata kearsipan.
Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dinas.

Menyiapkan bahan pengelolahan perlengkapan dinas.

Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan umum dan
kepegawaian.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas :

STemp a0 oW

Menyiapkan bahan penghimpunan, koordinasi dan Pengolahan Data.
Menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program dan penganggaran.
Menyiapkan bahan Laporan, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Program.
Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan Keuangan.

Menyiapkan bahan pengelolaan Aset Daerah.

Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan gaji pegawai.

Menyiapkan bahan koordinasi penyeleseian rekomendasi hasil pengawasan.
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan
Seksi Pemerintahan dan Pelayanan mempunyai tugas:

a.
b.

Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan umum.
Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan yang
dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan.

Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan
daerah kabupaten yang ada di kecamatan.

Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat
daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-
undangan, penegakan peraturan perundang-undangan dan kepolisian negara
republik Indonesia.

Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib
administrasi pemerintahan desa.



S)

6)

Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan, supervisi, fasilitas, dan
konsultasi pelaksanaan administrasi desa.

Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap
perangkat desa.

Menyiapkan bahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada
Camat terkait pelayanan ditingkat kecamatan.

Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi terpadu
Kecamatan.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

a.

Menyiapkan pelaksanaan kegiatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta
dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum
musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan Kecamatan.

Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap
keseluruham unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai
program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja
Kecamatan.

Menyiapkan bahan koordonasi terhadap kegiatan pemberdayaan ekonomi
masyarakat diwilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja
pemerintah maupun swasta.

Menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan atau
instansi vertikal serta bidang swasta yang tugas dan fungsinya di bidang
pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.

Menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan kesejahteraan keluarga
tingkat Kecamatan.

Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pembinaan kepemudaan.
Melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Kesejahteraan Sosial
Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

a.

b.

Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kesejahteraan sosial,
bantuan sosial dan pelayanan sosial.

Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan dalam rangka
meningkatkan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat
dan pemberantasan penyakit menular.

Menyiapkan bahan pelaksanaan program pendidikan, kepemudaan, dan
olahraga.

Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kelestarian
lingkungan hidup, penghijauan, peningkatan peran serta masyarakat dalam
kebersihan.

Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan keberadaan kesatuan masyarakat
hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat serta hak tradisionalnya yang
hidup dan tumbuh dalam masyarakat setempat.

Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaankegiatan sosial kemasyarakatan.
Melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.



7) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas:

a.
b.

Menyiapkan bahan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.
Menyiapkan bahan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat
beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan
lokal, regional dan nasional.

Menyiapkan pelaksanaan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam
penyelengaraan ketentraman dan ketertiban umum diwilayah kecamatan.
Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang
berada diwilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan

ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan.
f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

2.2 Sumber Daya Kecamatan

Susunan Kepegawaian Kecamatan Lekok dapat dikelompokkan menurut golongan

kepangkatan, tingkat pendidikan dan eselon.
a) Menurut Jumlah Pegawai, Kecamatan Lekok :

* PNS : 11 orang (Laki-laki = 8 dan Perempuan = 3)
= PTT/Kontrak : 2 orang (Perempuan = 2)
= THL : 11 orang (Laki-laki = 8 dan Perempuan = 3)

b) Menurut Golongan Kepangkatan, Pegawai Kecamatan Lekok dapat dikelompokkan

menjadi :

= Golongan IV : 2 orang (Laki-laki = 2)

= Golongan III : 6 orang (Laki-laki = 4 dan Perempuan = 2)
= GolonganII : 3 orang (Laki-laki = 3)

= GolonganI : - orang

¢) Menurut Tingkat Pendidikan, Pegawai Kecamatan Lekok dapat dikelompokkan

menjadi 11 orang:

= Sarjana : 5 orang (Laki-laki = 5)
= Sarjana Muda : -orang
= SLTA : 6 orang (Laki-laki = 3 dan Perempuan = 3)
= SLTP : - orang
= SD . -orang
d) Menurut Eselon, Pegawai Kecamatan Lekok dapat dikelompokkan menjadi :
» EselonIII a : 1 orang (Laki-laki)
» EselonIIIb : 1 orang (Laki-laki)
= EselonIVa : 4 orang (Laki-laki = 3)

= Eselon IVb : 2 orang (Perempuan = 2)



2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan

Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan dipimpin oleh seorang Camat yang
mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan
oleh Bupati untuk menanganisebagai urusan otonomi daerah.

Kondisi yang diinginkan dan proyeksi ke depan berdasarkan profil kinerja
Kecamatan Lekok dapat diperkirakan kebutuhan pelayanan yang harus dipenuhi di
masa depan. Proyeksi ke depan Kecamatan Lekok adalah terwujudnya pelayanan
yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, yang di dukung oleh sarana dan
prasarana teknologi, Sumber Daya Manusia yang trampil, akuntabilitas kinerja dan
disiplin aparatur yang mampu mendukung kemajuan pembangunan disegala bidang.

Kapabilitas organisasi adalah konsep yang dipakai untuk menunjukkan pada
kondisi lingkungan internal yang terdiri atas 2 (dua) faktor strategis, yaitu kekuatan
dan kelemahan. Kekuatan adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat
positif, yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan strategis dalam
mencapai sasarannya. Kelemahan adalah situasi dan ketidak mampuan internal yang
mengakibatkan organisasi tidak dapat mencapai sasarannya. Faktor internal yang
ada di Kecamatan Lekok adalah susunan organisasi, kepegawaian,
perlengkapan/sarana prasarana, gambaran hasil evaluasi tahun terakhir termasuk di
dalamnya ketercukupan anggaran dalam pelaksanaan tupoksi.

Keberhasilan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Lekok berdasarkan
Renstra 2018-2023 dapat dilihat dari tabel 2.3 berikut:



Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Lekok
Kabupaten Pasuruan

No

Indikator
Kinerja sesuai
Tugas dan
Fungsi
Perangkat
Daerah

Target
(SPM,
IKK dan

Indikator

Lainnya)

Target Renstra Perangkat

Daerah Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

2019

2020 | 2021

2022

2023 | 2019

2020

2021

2022

2023

2019

2020

2021

2022

2023

(2)

(3)

(4).

(5 (6)

)

(8) 9

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

{15)

(16)

a7

(18)

Indeks
kepuasan
Masyarakat
(kM) .

83,00

85,00 | 85

87

90 82,71

81,67

Nilai SAKIP

62

65 65

70

75 | 62,00

64,65

Persentase
Jenis Pelayanan

yang
Berkualitas

80%

88%

93%

Persentase
Desa/Kelurahan
yang telah
dibina___
Konflik yang
tertangani
diwilayah
Kecamatan

..........................

..............

................

.................




d.

Secara umum Kecamatan Lekok telah dapat melaksanakan tugas dalam
rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2018 -
2023. Capaian Kinerja pada masing-masing indikator program disampaikan
sebagai berikut:

Nilai SAKIP ,

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disingkat SAKIP adalah rangkaian
sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan
penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan
pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban
dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah
diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi
secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan disampaikan
melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Dari tabel data diatas dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator kinerja Nilai
SAKIP terhadap target kinerja pada tahun 2022, mengalami kenaikan yang
progresif, sekalipun tidak terlalu signifikan pencapaian tersebut telah melampaui
target yang telah ditetapkan. Dengan asumsi kondisi yang relatif stabil, target
indikator kinerja pada akhir tahun renstra diproyeksikan dapat dipenuhi.

Persentase Jenis Pelayanan yang Berkualitas

Salah satu fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah dalam rangka
memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Upaya tersebut dilaksanakan
mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang salah satunya dengan
mengedepankan fungsi pembinaan yang mencakup tiga faktor yaitu pembinaan
kualitas kerja, pembinaan kemampuan teknis, dan pembinaan penggunaan
teknologi. Pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Kecamatan terhadap target kinerja pada tahun 2022, dengan asumsi kondisi yang
relatif stabil, target indikator kinerja pada akhir tahun renstra diproyeksikan dapat
dipenuhi.

Persentase Desa/Kelurahan yang telah dibina

Upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dilakukan
melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan,
kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan,
program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan
prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Dan Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan



pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa,
mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata
kelola Pemerintahan Desa, dan juga meningkatkan daya saing desa. Pencapaian
sasaran kinerja meningkatnya pemberdayaan masyarakat terhadap target kinerja
pada tahun 2022, dengan asumsi kondisi yang relatif stabil, target indikator kinerja
pada akhir tahun renstra diproyeksikan dapat dipenuhi.

. Persentase Konflik yang tertangani diwilayah Kecamatan

Upaya mewujudkan kondusiftas wilayah dilakukan dengan mengembangkan
kemandirian masyarakat untuk terllibat secara langsung dalam pelaksanaan
kegiatan keamanan lingkungan, serta diarahkan untuk mampu menangani kejadian
gangguan lingkungan dengan menegedepankan upaya preventif dan deteksi dini.
Pencapaian sasaran kinerja meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat
terhadap target kinerja pada tahun 2022, dengan asumsi kondisi yang relatif stabil,
target indikator kinerja pada akhir tahun renstra diproyeksikan dapat dipenuhi.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN

Isu - isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang

yang mempunyai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta

memerlukan  analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan
mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi kecamatan adalah kondisi atau hal
yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena
dampaknya yang signifikan bagi kecamatan dimasa datang. Suatu kondisi/ kejadian yang

menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan
menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka

panjang.

Isu strategis Kecamatan diperoleh balk berasal dari analisis internal berupa

identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang

menciptakan peluang dan ancaman bagi kecamatan dimasa yang akan datang. Dalam
pelaksanaan program dan kegiatan, Kecamatan Lekok masih menghadapi beberapa
kendala dan permasalahan antara lain:

NO

PERMASALAHAN

ISU AKTUAL

15U STRATEGIS

Belum optimalnya kinerja
pelayanan di Kecamatan dan
Kelurahan

Penyelenggaraan pemerintahan
yang belum optimal

. Lemahnva integritas dan

profesionalitas aparatur

. Kurangnya koordinasi, integrasi dan

sinkronisasi dalam melaksanakan

tugas
dan fungsinya

. Kurang aktifnya lembaga

kemasyarakatan yang telah
dibentuk

. Keterbatasan kewenangan dan

anggaran yang limpahkan/diberikan

Pelayanan non perizinan yang
belum optimal

. Masih rendahnya kesadaran

masyarakat
dalam mengurus perizinan dan non
perizinan

. Penyelenggaraan Pelayanan yang

tidak efektif

. Minimnya Pemanfaatan Teknologi

Informasi dalam Penyelenggaraan
Pelayanan

. Belum terwujud kesadaran

masyarakat terhadap ketentuan
Peraturan Perundang-undangan

Terjadinya Bencana Nasional
Pandemi Covid-19

. Rendahnya daya beli masyarakat

sebagai akibat Pandemi Covid-19

. Tingginya pengangguran

. Tingginya masalah kerawanan

sosial




3.2

Penentuan Isu-isu Strategis

Pemilihan dan penetapan kebijakan di Wilayah Kecamatan Lekok dilakukan
atas dasar analisis terhadap kondisi, permasalahan dan isu strategis yang
berkembang saat ini dan diperkirakan masih akan terjadi pada tahun-tahun
mendatang. Analisis dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari Desa, satuan
kerja terkait maupun dari sumber lain berdasarkan kondisi yang ada saat ini di
Wilayah Kecamatan Lekok. Dari hasil analisa maka, isu-isu strategis yang
berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan Lekok dalam
menghadapi perubahan lingkungan strategis sebagai berikut:

1. Belum sepenuhnya dipahami tugas pokok dan fungsi sehubungan dengan
perubahan struktur organisasi.

2. Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance).

3. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.

4. Adanya stunting di wilayah kecamatan



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

Sesuai dengan misi dari Pembangunan 2024-2026 vyaitu Pengelolaan

Pendayagunaan Sumber Daya Aalam (SDA) dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

Untuk Mendukung Kualitas Kehodupan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Serta

Terciptanya Nilai Tambah pada Sektor Ekonomi dan Daya Saing Industri.

Kecamatan sebagaia salah satu Kecamatan Lekok yang merupakan ujung tombak

pelayanan kepada masyarakat berupaya untuk mendukung pencapaian misi tersebut.

Beberapa tantangan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas

dan fungsi serta pencapaian tujuan meliputi:

1)

2)

3)

4)

5)

1)

2)

3)

4)

Kecendrungan semakin tingginya tingkat kemiskinan (kemiskinan ekstrem) sehingga
dapat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat;

Rendahnya daya beli masyarakat yang berpotensi memicu timbuinya masalah
kerawanan sosial

Semakin meningkatnya pengangguran utamanya usia produktif sebagai akibat dari
tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan
kerja.

Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap prilaku hidup sehat yang berpengaruh
terhadap tingkat derajat kesehatan masyarakat khususnya stunting

Dampak perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat;

Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi:
Adanya kebijakan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan
urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;

Indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam
penggerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan
penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang tinggi;
Potensi wilayah yang mendorong perkembangan perekonomian dan
pembangunan insfrastruktur wilayah;

Perkembangan teknologi informasi diberbagai aspek kehidupan.



BAB 1V
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026
Tujuan dan sasaran renstra Kecamatan Lekok mengacu pada sasaran Rencana

Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan 2024 - 2026 “Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik™ serta permasalahan dan isu strategis yang disajikan pada Bab III.
Tujuan Renstra Kecamatan Lekok yakni “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Di
Tingkat Kecamatan”. Dengan indikator tujuan “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Kecamatan”. Adapun sasaran renstra Kecamatan Lekok adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik
Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Indikator : Persentase hasil penyelenggaraan kecamatan
2.  Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD
Indikator : Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Penentuan target kinerja tahun 2024 - 2026 beserta indikator kinerja dapat dilihat

pada tabel 4.1.



TABEL 4.1
Tujuan dan Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan
Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan

TARGET KINERJA TUJUAN/
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN DASRIAN RADS THIIRISE-
2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya Kualitas Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
L Petayanan Di Tingkat Kecamatan Kecamatan el =00 i
Meningkatnya Hasil Koordinasi
Penyelenggaraan Pemerintahan,
Pelayanan Publik Dan Pemberdayaan Persentase Penyelenggaraan Kecamatan L 100 09
Masyarakat Desa
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD Nilai Sakip Perangkat Daerah 75,00 78,00 80,00




Penjelasan terkait indikator kinerja tujuan dan sasaran sebagaimana tabel 4.1.1

Tabel 4.1.1

Penjelasan dan Formula Perhitungan Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran

NO Indikator Kinerja Penjelasan / Formula Perhitungan
1 | Indeks Kepuasan Masyarakat Hasil perhitungan IKM berdasarkan aplikasi e-tamu
(IKM) Kecamatan dengan komponen penilaian sesuai dengan Permenpan

No. 14 Tahun 2017 :
1. Persyaratan
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
3. Waktu Penyelesaian
4. Biaya/Tarif
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
9, Sarana dan prasarana

2 | Persentase hasil Rata-rata capaian indikator kinerja program = jumiah

Penyelenggaraan Kecamatan capaian indikator kinerja program : jumiah program

Capaian indikator kinerja program = (realisasi : target)
x 100%
Jumiah program renstra sebanyak 5 adalah sebagai
berikut : '
1. Program penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan publik
2. Program pemberdayaan masyarakat desa dan
kelurahan
3. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban
umum
4. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan
umum
5. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan
desa

3 Hasil evaluasi AKIP PD oleh Inspektorat Daerah

Nilai Sakip Perangkat Daerah

berdasarkan komponen penilaian manajemen kinerja
meliputi :

1. Perencanaan Kinerja

2. Pengukuran Kinerja

3. Pelaporan Kinerja

4. Evaluasi Kinerja

(Permenpan RB No. 88 Tahun 2021)




4.2 Cascading Kinerja PD
Cascading adalah proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis (SS),
Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai
yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Secara garis besar Cascading
Kecamatan Lekok Tahun 2024 — 2026 beserta target kinerja dapat dilihat sebagai berikut :



BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi
pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program
pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi
pembangunan.

Kebijakan OPD merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan
dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang
mungkin ada di wilayah Kecamatan Lekok. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan
pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan
Kecamatan Lekok tahun 2024-2026 sesuai dengan misi Kabupaten Pasuruan dapat dilihat
pada tabel 5.1 berikut:



Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi ; Menuju Pasuruan yang Sejahtera, Maslahiat dan Berdaya Saing

Misi 4 : Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih,

efektif,
akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi
Tujuan Strategis Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Publik di Tingkat Kecamatan Meningkatnya Hasil Koordinasi Meningkatkan penyelenggaraan Melaksanakan pembinaan
Penyelenggaraan Pemerintahan, pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat ,
Pelavanan Publik dan Pemberdayaan | pembangunan wilayah, Melaksanakan Pembinaan dan
Masyarakat Desa Meningkatkan penyelenggaraan fasilitasi dalam bidang Pemerintahan
pembinaan dan fasilitasi dan Keuangan Desa
Pemerintahan desa
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja | Meningkatkan kualitas evaluasi Membangun budaya organisasi
Perangkat Daerah akuntabilitas kinerja berorientasi akuntabilitas kinerja




BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program pembangunan dalam tiga tahun mendatang diarahkan untuk
mewujudkan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan dengan
penguatan peran kelembagaan Kecamatan Lekok sebagai ujung tombak pelayanan
kepada masyarakat yang dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.

b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

¢) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan.

d) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

e) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

f) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Rencana program kegiatan serta pendanaan secara detail dapat dilihat pada
Tabel 6.1 sebagai berikut :



Tabal 6.1
Rancana Program, Kegiatan, dan Pendanssn Kecametan Lekok

Kabupaten Pasuruan
Torgat neria Program dan Kersngha Pesdanasa Uelt
Indiicator iwerfa o M.*’
Tojuna Sasaran Kode Program, Keglatas dae th::::‘ Ii-l‘ﬂ,ﬁ:‘g "::‘:“" :':" - Liafmal
Subluglatas Subkegl Kepiaonn ‘:"‘ Persacanasu Kondisl Kinerja peds sichir Deershy
a (2023) Tuhun 2024 Tabun 2025 Tabus 2026 poriade R " ghat T Jol Tabun 2027 Ponmag-
Subloglata Daersh oung-
T jownb
Turget e Tarpat 2 s [ Target 2 Target Rp
[¢}) {2) [ 4 [ [(3) ()] [C)] {19} (11) (1) {13) 14 {15) {16) 1 {18) 1% 20
1 |Moningicatn |Meningkninys PROGRAM PENUNIANG URUSAN Ferrenlass Kebolvhen 2219.234.000 | 100% 2.504.771.500 | 100% 2755248650 | 100% 3.030.773.018 | 100% 4,200.795.645 | 100% 3.333.450.067 K, Lekok]
7O Nratars | KenBiee Weis PEMERINTARAN Urneat Parneriatahan
Pelayanan |SAKIP vang Torpanuhi
il Tiegkat | Paramgkst
Admwinistrasi Parvantasn L95T.718.390 | 100% 2.089.628.100 { 100% 22005876810 | 100% 2520448371 | 100%: 6018650081 | 100%: 2.781.791.000 Kec. L
[y, s » i il
Fofemen R Er——
Pamysdiazn Gajl dan Jummlal pembayaran Galh 1.629.396.399 | 120 org- 1.761.305.100 [ 120 org- 1.937 435650 | 120 ory- 2131.179.171 | 120 ong- 5.829.919881 | 120 org 2344297 068 Kac. Lekok]
—Tunianoan ASH _bin_ _bin i
Penyadiamn Administeas Jumish pembayaran Jase 193.760.000 | 156 org- 203.760.000 | 156 org- 323.136.000 | 156 org- 355.449.600 | 156 org- 972.345.600 | 156 ooy~ 390.994,560 |xec. kol
Pelalzanaan Tuges ASN Petugas Penunjang bin bin b bin bin
Kapiatan Kantor/Lapangan
meksll
Pelsizanasn Penstausshaan Juenlsh pembayarsw 34.560.000 | 48 org- 34.560.000 | 48 o 38.016.000 | 48 o 41.817.600 | 98 org- 114.393.600 | 48 arg- 45.999.360 Ko, Lekok]
dan Pengupian/Veriflkas! h bin bin bin bin Bin
Kesampan SKPD pejabatpenatausahaan
keusngan, kegixtan dan
{pelakupengadaan
Fob— Frosesitiee | 100% 13.000.0800 | 100% 14.300.000 | 100% 16730080 | 100% 43030000 | 1004 17303000 {Kec. Lekok|
Varepevian Perangint Jee S T
Daeral EEL
Kepsgowalan =
Pengadaan Pekatan Dinsc Jumish Paket Pakalsn = | 1Psket 5.000.000 | 1 Paket 5.500,000 | 1 Paket S.050.000 | 1 Paket 16.550.000 | 1 Paket 6.655.000 W, Ludook]
Besarta Atrbox Dinas baserts Atribut
C Merdecad n
Pendidian dan Palathan Jurodah apaestur yang - | 2 Orang 6,000,000 | 2 Oang 8600000 | 2 Orang 9,400,000 | 2 Qrang 26.400.000 | 2 Crang 10.644,000 Ke. Lok}
wﬂm p mm Tuges imengliartl pendidian den
Il
Usmum Persentass 147544000 | 100% 143200400 | 100% 152,519,440 | 100% 173381384 | 100% 474201724 | 100% 190.719.522 Kec. I.dmlcf
Peranghat Dasreh S fag e B
Ay i M
Punryadiaan Komponen Jumish Komponen 1653.000 | 7 jenis 1.800.000 | 7 jenks 1980000 | 7 e 2178000 | 7 jen 5958000 | 7 jans 2.395.800 [¥uc. tekodd
Instakecd Listrik/Perverangan Instalat)
Bangusan Kantor Listrik/PencranganBangun
i B e
Pewyedisan Perstatan dsn Jumiah Perakian dan 67820000 | 22 jenis 25.000.000{ 22 jer 27.500.000 | 22 jenks 30.250.000 { 22 jombk 2750000 | 22 jenks 33.275.000 K. Lekoig
. Parnaiagen wdor 4t&mmnn.mu
Penyediaan Perskaten Juimdah Pokat Peraizian 16.613.000 | 1§ Paket 1000000 | 1 Paket 1.100.000 | 1 Paket 1,210,000 { 1 Paket 3,310,000 | 1 Paket 1331000 Ker.
Rumeh Tanggs Rumnah Tangga yang I
Disadiak
Panysdizzn Barang Catakan Jimdeh pembelian barang 4890000 | B jenis 7494400 | 6jenls 8,243.840 | 8 jenis 9.0668.224 | 8 jenis 24906464 | jenls VY7546 Kec. Lekok]
dan Pengpandaan oatakan dan penggandsan
Penyedisan Bahen Bacasn Juamish Dokumen Baban 2.160.000 1 3,600,000 1 3.960.000 i 4,356,000 1 11.916.000 1 4.791.600 [ Ko, Lekok]
dan Peraturen Perundeng- Bacaan den Persberan Dokumen Dolaumen Dolumen Dolowmen Dokumen
undangan Perundang-Undangan
caiss faisastink
Fasidtas! Kunjungan Taru [Jumtiab petryedban -| 100 o0rg 2.536,000 [ 100 org 3,785,600 | 100 org 3.068.560 | 100019 9304180 | 100 org 1375416 Kec. Lekok]
konsumas i dan capat
Patryalenggetnan Rapat Jumiad laporan knordinas! 52.203.000 12 91.860.000 12 101,046,000 12 111,150,600 12 J04.056.600 12 122,265,660 Tkac. Lokl
Koordinesh dam Konsultasi dan parjatanan dinss |nporan porsn Isporan Iasporen laporan
SKPD keduar daarah




Dukungan  Pelsksanssn Tarlakswnared Dukungs . 1 10.000.000 1 11.000.000 1 12,100.000 1 33.100.000 1 13310.000 IKec. Lakok}
Sisten  Pemerintahun Pelaksanann Sistem Ookaman Dokumen Dolumen Dokumen Dokumen
Barbasts Elektronik pada Putrierintahan Barbasls
S i )
Pesad iie Byaag MK Eoeal B = | 100% 25.000.000 | 100% 93.500.000 | 100% 102.850.000 | 100% IRL3ISH.000 | 100N 1131358000 Kec. Lakok]
Deerab Powijerg oty by
Urnson Parmerintalb Pongedaan Borang
Daerah il Dsernl
Fesmrjirg
B e
pro—"
Pengadaan Kendarasn Hamish Unkt Kendaraan - | 1unk 45.000.000 [ 1 Undt 49.500.000 | 1Unkt 54.450.000 | 1Unkt 148,950,000 | 1 Unk 59.895.000 Kec. I.dwq
Perorangan Dinas stay Perorangan Dings #au
Kendaraan Dinaa Jabatan Kendarsan Dines Jabatan
Pengadaan Meubskalr Jumiak Palost Mobal yang = | 1unk 20,000.000 | 1 Unk 22000000 | 1 Unit 24.200.000 | 1Unk 66.200.000 | 1 Unkt 26.620.000 K. Lukok]
Pengadaan Peralatan dan Jumish Urit Peratitan dan - 1uUnk 00000001 1 Unk 212000000 { 1Unk 24,200,000 | 1 Uek 66,200,000 | 1 Unkt 26.620.000 Koc, Lekolk]
Heain sty Metin Lt yang
Proayyadsn L s PR 4940500 | 100% 35.000.000 | 100% 38500000 | 100% 42.350.000 | 100% 115.450.000 | 100%e 48.585.000 | Kec. Lexokd
Fenvefang Urvasn rtreaam T
Permevintahen Dasroh Panunjeng Urusan
Pamsartstalan Deoral
Pepediaon Jagan Jumixh pembayarsn I4.948.500 | 96 rek- 35000000 | 96 rek- 38500000 | 96 rek- 42,350,000 | 96 rek- 115.850.000 | 96 rek- 46,565,000 Kt Lol
Kommuniias), Senbar Dzya telpon, sir dan intermet bin biw bin bin in '
Ade dan | Indrikc =11
Beme e Brres By uiign 79425.200 | 109% 130858000 1527404600 [ 100%, 188.015.760 | 180% 4530.613.300 | 100% 154817338 Ko, Lekok|
ik Daarnh Pananjong Permanuban
Urnsas Pemorintahan Pamselivarasn Bavany
Daorah Mk Daeruh
]
UrnmanPemeriniaban
Penyediann Jasa Jumitahy Pemedharaan 73,025,200 | 5 unk F2.1%6.000] Sunkt 79.371.600 Sunk 87 308.760 5 undt 238836360 Sum 96039636 Kec. Lokl
Parmvliharsan, Bty Rutin/Barksla
Pemediiaraan dan Pagak KandarsanDinas/Operasio
Kaviaraan Perorsnsn nal
mas sinu Kandarsn Dines
Anboakduin
Pemebharaan Meubeki Jumiah Mebel yong =1 Swnit 10000000 | 5 unk 11.000.000 3 unit 12,100,006 5 unit 33.300.000 | 5 unkt 13.310.000 Kac. Lekokd
Pemebharaan Pevalatan dan Jumiah Peralatan dan 6,000,000 1 unkt 10000000 | 1 usk 11.000.000 1 unk 12.100.000 1 unit 33,100000 | 1 unk 13.310.000 Kec. Lukak]
Masgin Ly Muhm yang
Pemebharaan/Rehabitas! Jumdah pemelharaan - 1Peket 40.200.000 | 1 Paket 220000 | 1 Paket 4642000 | 1 Paket 133062000 1 1 Palost 53.506.200 K. Ladog
Gidung Kantor dam { rusting/Tac ks
Ll rhann
Pemelharaan/Rehabiitasl Jumiah penveinan =1 3jnk 6.500,000 | 3 jenks 7150000 | 3 jenis 7.065000 | 3 jenks 20.515.000 | 3 jenis £.651.500 [ Kec. Lekold
Sarana $an Prasarana rukin/beriaia
Gidueg Kantor st Paralatangedung/kantor
L adniven
K. Lndok]
el
|l =t
Pegyilon jpare
» MROGRAAM PENTYELENGGARAAN Poaosines Dolimman
e T L PEMERINTANAN DAN Nen Pevij mea yury & 31823500 | 100% $3.486.000 | 100% 89834000 | 100% 78.510.000 | 100% 210.430.660 | 100% B4.400 BO8
T T E T PMELAYANAN PUBLIK o i (i, v b
Paiilic dan
Pussbaidaysan
v
Kooydinas Juminh Lagoran Hesll 31823500 “ 43,405,000 41 47 234800 " 5t.418.000 L0 Y 143.934.560 a1 57879 584 Ko, Ledok
Ponyalt i rmen Kesqrdizes poraa epamn laporan Nporan laptimn
:pdlhu w !:mnnu
wmial Laporan Heall 31823.500 | 2 e A7.072.000 | 2kep 40.779.200 | 2 laporan 44,857,120 | 2 laporan 122.708.3X) { 2 laporan 49342 833 K. Lukok:
Pereatanaan dan Koondinas Perencanssn
Pelaksanasn Kagistan danPelsksansan Kegistan
Pamnerimtahan dengan Pemerintahan (Laporsa}
Perangiat Dasrah dan,
Fobsiion v Lyl | Tl B




Peningikatan Efektifitas i lsporan - k] G.414.000 3 7055400 k] 7.700.940 39 21.230.390 k. ] 8.537.034 [Kec. taknk]
Keglatan Pemenintalan di Peningatan Efokiiitss Hpotsn laporan laporan faporen
Tinghat Kecamsan KépiertanPemerintahan di
et I
TERyeha T haum el B Jumish Laporen - 12 10.808.000 12 1%.000,000 1z 12.100.000 12 33.100.000 11 13.310.000 K, Lekok]
Pemneristahan yaag thisk Polaynnan PATEN lpomma laporan faperan laporan laporan
dEsioppairas siek Uit
Kerja PO yung ady &
Peninglatzn Efektifitas Jumiah Laporan 3 Ines 10,000,000 | 3 Jneis 11,006,000 | 3 Inek 12,100,000 | 3 Jnels 33,100.000 | 3 Joeks 13.310.000 [Kec. Lekok
Peladzanaan Poleytnan Peningiitan Efektifites
kepada Masyaralot i WH Pelaksanaan Peltystan
Kecamatan {kepada Masyarsiast di ¥l
1P b i Uk (oo s RELAr + | 100% 18.000,000 { 100% 11000000 | 100% 121080000 | 100% 53100000 | 100% 13.310.008 K. Lekol]
Pemeciatahan yung PES-F2
R 2. ke
Pueiniaanssn Urecan Jumiahk Laporan 12 10.000.000 12 11000000 12 12,100,000 12 32,100.000 12 13.316.000 K. Lakok]
Pemerinthan yang terkait Polaksataan Lpaoran Lpaorsit {paoran Lpaoran Lpsoran
dgn Kewenangan Laks yang Lain yang Dilimpahkan
Dilimeahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN Parsasizen Selregsk 30.937.000 | 33% 40.230000 | 33% 54153000 | 3% F368.300 | 3% 162951300 | 3I3% $5.515.130 Ko, Lekok)
MHASTYARAKAT DELA DAN P mrad AT W
Koordinasl Keglataa ek LEpsAN 30.937.000 1 49.230.000 i 54.1%3.000 1 56540300 i 162951300 1 45,525,130 K, Lskok]
Pembsrisyass Dosa Keglrtan laperan laporan apoTan egomn nfp=irrated
I
Jwmiiah Lembaga - 5 3.000.000 1 31.300.000 $ 3.630.000 5 9.930.000 5 3,903.000 Kac. Lekok)
Masyarnkat dalem Forum Kmasyaraiatan yang Lembags Lamwbaga Lambaga tembaga Lambaga
Mupyavwarah Perentanssn Borparticipasi detam
Pembargunan Forum Musyawarsh
di Dens
Dhcura b Al Ly n
Peninghatam Efeitifitas Jumiab Laporan Keglatas 30.937.000 | 6 by 46,230,000 | & lsporan 50.653.000 | 6 laporan 55,938.300 | 6 faporan 153.021.300 | 6 lwporan 61.532.130 Kec. Lekak
Kagietan Pembardaysan [ ’
_.thmamm
PROGRAMN KOORDINAST Raslo jumisl kefadlan 23,290,500 | 3% 33290500 | £3% 3010550 | BN 40201305 | A% 110190555 | &ve 44.300.058 [Knc, Lekok]
WETENTRAMANM DAN yeagterfaciitaal
EETERTIBAN UMUM teradap
ol b oy 4 o]
AlaEas ks A a0
Koordiossl Upys Prasestese 13.290.500 | 70% 13.200.580 | 0% 25.810.856 | e 28181508 | TOM 77001555 | 700 30909554 Kec.
Pexprisngporea Ty s e (10000
Ketantarsmen dan Kamtrantibmes yaeg
Ketortibaa Umism i e
stz Nevssnmmaan
Sinergias dengan Kepolisian Jurmish Lapoten 7.763.500 | 4 laporan 7.363.500 | 4 lpoean 0.539.650 | 4 mporan 4.393.435 | 4 lporan 25,607.185 | 4 hpatan 10.333. 19 Ke, Lekokd
Negars Republik Indowssls, Koondinas) upsya
Testars Nastonal Indonesla pEnyelengora Ik
dun Insanad Yertial & mat don ketertiban umum
Wikrysh Kecamatan
Harmonleast Jueniad Laporan 15.527.000 | & leporan 15.527.000 | & laporan 17,079,700 | 8 laporan 18,787.670 | A lporan | 51.394.370 | & aporan 20.686.437 Kec.
Dengan Toloh Agama dan Koomdinas upays
Tekoh Masysratat peryeieapgraraan
ktemraman don
Koord. Pesarspan dan nys = | L% 10.000.000 | 108% 11,000,000 | 198% 12,100,000 | 106% 33.100.000 | 100% 13.310.000 K, Lekok]
Penogukan Perds dan ketartiban dan
Porkads keteratwran soslal
Koord./ Sinerg| Dengan 2 Laporan 10.000.000 | 2 Laporan 11,000,000 |2 Laporan 12.1060.000 | 2 Laporan 33,100,000 | 2 Laporan 13.310.000 Kec. Lekok]
Perzngat Daersh yaog
Tugas don Fumgalng di Jumish Laporan
Biding Pecepbian Perstursn Koordinesy/ Sinang|
dengan Perangket
don/ziau Kapolician Hegar Dearah yong Tuges dan
Retublik indoasela Fungsinya & Bidang
PROGRAM PENYELENGGARAAN Prosestase konfilk = | L00% 10.000.000 | 100% 11.000.000 | 100% 12100000 | 100% 35,100.000 | 1409 13.210.000 Kec, Lefuok]
URUSAM PEMERINTAHAN UMUM mosinl yang bartanganl
el




Penyelenggarzan Jumiah Kegiatan - 3 10.000.000 3 11.000.000 3 12.100.000 3 3 13.310.000 Kec. Lekol
Urusan Pemerintahan Penangan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan i
Umum Sesuail
Penogeman Kepala
Na-—bh
Pembinaan  Wawasan Jumiah Orang yang 50 org 10.000.000 | 50 org 11.000.000 | 50 org 12.100.000 | 50o0rg 33.100.000 | S0org 13.310.000 Kec. Lekok]
Kebangsaan dan Ketahanan |Mengikuti Pembinaan
Nasional dalam rangka Wawasan Kebangsaan dan
Memantapkan Pengamalan Ketahanan Naslonal dalam
Pancesia, Pelaksanaan rangka Memantapian
UUD Negara Republk Pengamalan Pancasia,
Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan UUD Negara
Pelestarian Bhinneka Republik Indonesia Tahun
Tunggal Da serta 1945, Pelestarian
Pemertahanan dan Bhlonela Tunggal Iia
Pemeltharaan  Keutuhan serta Pemertahanan dan
Negara Kesatuan Republik |Pemeltharaan Keutwhan
Indonesta Negara Kesatuan Repubik
Indonesia
PROGRAM PEMBINAAN DAN 1. Persentase 19.127.000 | 100% 30.131.914 | 100% 33.145.108 | 100% 36.459.615 | 100% 99.736.634 | 100% 40.105.577 Kec. Lekok
PENGAWASAN PEMERINTAHAN Pemeriwtshan Desa
dengan Administrasl
e, it
7. Persentase 100% 100% 100% 100% 100% Kec. Lekol]
Pemeriutaban Desa
yang Mesiadakianjut
Hasi Evatuas)
nan
Faslitasl, Rekorrwwdasl u eglatan 19.127.000 12 30.131.914 12 33.145.105 12 36.450.615 12 99.736.634 12 40.105.577 Kec. Lekok]
dan Koord. Pembinaan Fasiitasl, laporen laporan faporan leporen laporan
dan Pengawasan Rekomendasi dan
pemesintah Desa Koord. Pembinasn dan
Pengawasan
Fasiftas| Adminb0asi Tata Jumiah Dokum'!e-r 15.527.000 12 10.000.000 12 11.000.000 12 12.100.000 12 33.100.000 12 13.310.000 Kec. Lelo)
Pemestrtahan Dess Administrasi Tata dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen
Fasiitasi Pengelolaan %umlah Dokumen [‘poun 12 10.000.000 12 11.000.000 12 12,100.000 12 33.100.000 12 13.310.000 Kec. LekoH
Keuangan Desa dan Pengelolaan Keuangan laporan laporan laporan laporan laporan
Ac=s Do Pe<s
Fasl%sl Pdaginnn Jumiah Dokumen Laporan 3.600.000 | 11 Desa 10.131.914 | 11 Desa 11.145.105 | 11 Desa 12.259.615 | 11 Desa 33.536.634 | 11 Desa 13.485.577 Kec. Lekol
Pemibhan Kepala Desa Pelal Pemilihan
L?)ala Desa sesual
Anan




BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk
mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi yang pada akhir periode Renstra
dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantatif
maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja
program (Outcome) dari kegiatan (output).

Indikator kinerja juga dapat memberikan tentang prestasi yang diharapkan di
masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap
perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas
pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara
langsung pencapaian sasaran Renstra dan memenuhi kriteria specific, measurable,
achievable, relevant, time bond dan continously improve (SMART-C). Penetapan
indikator kinerja Kecamatan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran
keberhasilan pencapaian visi dan misi Kecamatan Lekok. Hal ini ditunjukan dari
akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun
atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang
diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai.

Pada bagian ini dijelaskan indikator kinerja OPD yang secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai
komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja
OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini dapat dilihat pada tabel Tabel
7.1 berikut:



Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Kondisi Kinerja Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja e
No Indikator Pada Awal Pada Akhir I*flrasha Trgg;::l
Periode RPIMD | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun |Periode RPIMD| ‘24N
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 {Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 82,71 95 97 98 100 100 100 100
Skor Skor Skor Skor Skor Skor Skor Skor
2 (Indeks Penyelenggaraan Kecamatan - 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 100% 100%
3 |Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 62 75 78 80 85 %0 90 90
(SAKIP) Kecamatan Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai




BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Lekok (Renstra Kecamatan Lekok) digunakan sebagai
pedoman melaksanakan Tujuan, Program dan kegiatan yang telah ditetapkan yang
selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja.

Rencana Strategis (Renstra) ini disusun untuk menjamin keterkaitan dengan
“konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan daerah selama periode 2024-2026, selain itu Renstra Kecamatan Lekok
disusun sebagai tindak lanjut dari penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Pasuruan.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF



